BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Wajib Belajar
12 Tahun di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan enam indikator
evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dapat disimpulkan sebagai

berikut.

1. Indikator efektivitas menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar 12 Tahun
di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan
oleh meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM), serta menurunnya angka putus sekolah selama periode 2020—
2024. Berbagai program bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia
Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan pendidikan
daerah, telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi
sekolah. Namun demikian, masih terdapat kendala pada jenjang
SMA/sederajat yang disebabkan oleh faktor ekonomi, peserta didik yang
memilih bekerja, dan pernikahan usia dini.

2. Indikator efisiensi menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran pendidikan
serta dukungan sarana dan prasarana telah mampu menunjang pelaksanaan
Program Wajib Belajar 12 Tahun. Anggaran dimanfaatkan untuk
pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, pengadaan sarana pembelajaran,

peningkatan kompetensi guru, serta bantuan pendidikan bagi peserta didik.



Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sekolah yang memerlukan
peningkatan fasilitas dan pemerataan sarana pendidikan.

Indikator kecukupan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah
menyediakan layanan pendidikan formal dan nonformal melalui keberadaan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Keberadaan PKBM
memberikan kesempatan bagi masyarakat yang putus sekolah untuk
melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan sehingga kebutuhan
masyarakat terhadap layanan pendidikan dapat terpenuhi.

Indikator pemerataan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro telah berupaya memberikan akses pendidikan yang merata
melalui penyediaan satuan pendidikan formal dan nonformal, bantuan
pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Meskipun
demikian, pemerataan kualitas layanan pendidikan antarwilayah masih
perlu terus ditingkatkan, khususnya pada wilayah yang masih memiliki
keterbatasan fasilitas pendidikan.

Indikator responsivitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah
memberikan respons terhadap berbagai permasalahan pendidikan melalui
pelaksanaan bantuan pendidikan, pendataan anak tidak sekolah, penguatan
layanan pendidikan nonformal, serta koordinasi dengan sekolah dan
pemerintah desa. Akan tetapi, koordinasi lintas sektor dalam menangani
faktor-faktor penyebab putus sekolah masih perlu diperkuat agar

penanganan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.



6. Indikator ketepatan menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar 12 Tahun
telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Program
yang dilaksanakan mampu meningkatkan akses pendidikan, membantu
peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta memberikan alternatif
pendidikan melalui PKBM. Namun demikian, peningkatan kualitas layanan
pendidikan, pemerataan fasilitas, dan penguatan program pencegahan putus
sekolah masih diperlukan agar tujuan Program Wajib Belajar 12 Tahun
dapat tercapai secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan
menurut William N. Dunn, pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di
Kabupaten Bojonegoro dapat dikategorikan berjalan cukup baik. Program telah
memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan
penurunan angka putus sekolah, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang
perlu ditingkatkan, terutama pada pemerataan layanan pendidikan, penguatan
pendidikan nonformal, serta pencegahan putus sekolah pada jenjang pendidikan

menengah.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran
sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro diharapkan terus meningkatkan

upaya pencegahan angka putus sekolah, khususnya pada jenjang

SMA/sederajat, melalui pendampingan peserta didik yang berisiko putus



sekolah, penguatan program bantuan pendidikan, serta peningkatan
koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa, dan orang tua peserta didik.

. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu meningkatkan pemerataan sarana
dan prasarana pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah di wilayah
pinggiran, sehingga seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan
yang setara dan berkualitas.

. Dinas Pendidikan diharapkan memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) melalui peningkatan kualitas pembelajaran, dukungan
sarana dan prasarana, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pendidikan
nonformal semakin dikenal sebagai alternatif penyelesaian pendidikan bagi
masyarakat yang putus sekolah.

. Perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor antara Dinas Pendidikan,
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya dalam menangani faktor-faktor
penyebab putus sekolah, seperti kemiskinan, pernikahan usia dini, dan anak
yang bekerja.

. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed
methods), serta mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan
Program Wajib Belajar 12 Tahun sehingga diperoleh hasil penelitian yang

lebih komprehensif.
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